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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
Nomor : 8 Tahun 1992  Serie : D j HNomor : 2

PERATURAN DAERAIl KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT MACELANG
NOMOR. 4 TAIIUN 1992

TENTANG
PENYISIIAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BAGI DAERAH TINGKAT II KEPADA PEMERINTAI
DESA / KELURAHAN

DENGAN RAIMAT TUIAN YANG MANA ESA
BUPATI KEPALA  DAFRAH TINGKAT II MAGELANG

Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyeleng

m,m’oang a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan
r—

' , garaan tugas - tugas Pemerintahan don Pem
e H

bangunan, perlu dilakukan upaya penln“’f"
,’ - an Iendapatan Desa/Kelurahan melalui penyi
- / sihan sebagian hasil penerimaan Pajalk Dumi
’ dan Bgngunan bagian Daerah Tingkat IT kepa
da Pemerlntah Deoaﬂ(elurahzm 3

' b, balwa sehubunrrm dengan hal terssbut mrlu

Peraturan Daerah

"

Mengi gat ¢ 1, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
f

Pokok=pokok Pemerintahan di Daerah ;

/ 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Pera
’ turan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ten

Dolanm Linglkungan Propinsi Jawa. Tengah ;

3. Undang=undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa ;
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enetapkan 4.

5.

10,

121

Undang-undang lvomor 12 Tahun 1985 ten
ltang Pajak Lumi don Bangunan

Poraturan Femerintoh Womor 47 Tahun
1985 tentang Penvagion llasil Penerinaan
Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerin
tah Pusat dan Femerintah Dacrah

Peraturan Menteri Dalam Negeri lomor 1
Tahun 1982 tcentang Sumber Pendapatan
dan Kekayaan Dena Pengurusan dan Penga
wvasannya

Peraturan lientori Dalam Negeri lomor 3
Talrm 1982 tentang Penyusunan Anggaran
Pencrimasn dan Pengeluaran Keuangan De

sa ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri INomor 4
Tahun 1985 tentang Fengurusan Pendapat
an Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49
Tahun 1990 tentang Pedoman Pengisian Fe
nerimaan Fajakh Bumi dan Bangunan bagi
Dacrah Tingkat I dan Daerah Tingkat II
kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ;

Keputusan enteri Dalam Negeri Nomor 98
Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan begi
Daeroh Tingkat I dan Dacrah Tingkat II
serta Penmberian Sunbangan / Bantuan dan
Pembsrien scbarian llasil Pajak Puni dan
Retribusi baerah kepada Pemerinteh Kelu
ranan, ,

Dengon Persetujuan Devan Punmki‘luﬁ Ralkyat Daerah Kabu
poten Dacrah Tingkat IT Magelang
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MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAI KABUPATEN DAERAI TINGKAT
1T MAGETANG TENTANG PENYISTHAN PENERIMAAN
PAJAK DBUMI DAN BANGUNAN DBAGIAN DAFEDAIL
TINGRKAT IT KEPADA PEMERINTAIl DESA/MELURAL
AN,

BAB I
KETENTUAIT UMUM
Pasal 1

~Dalan Peraturan Daerah ini yang dimalksud

de ngan ¢

a.‘ Bupati Kepala Daerah adalah Dupati Fe
- pala Daerah Tingkat II Magelang.

b. Dawan Perwakilan Rakyat Dacrzh ialah
~ Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Fatupa
~ ten Daerah Tingkat IT Magelang.

Ce Pemerintah Daerah adalah Pemcrintah ¥a

bupaten Daerah Tingkat II Magelanz.

d. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Dcsa

dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Jac
rah Tingkat II Magelang.

e, Desa adalah Desa dan Kelurchan di Wila
h Kabupaten Daerah Tingkat IT Yagc
ang.

BAB 1II

PENETAPAN PEMBAGTAN DAN ALOKAST
PENYISIHAN HASTL PENERIMAAN

Pasal 2
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian
Pemcrintah Daerah disisihkan 105 (sepuluh
perscratus) sebagai subsidi kopada Peme
rintah Desa/Kelurahan, )
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Pasal 3 L e

(1) Aloknsi Penyisihan husil peneriraan Pajak Burtl dan
Bangunan sebagainana dimckoud Pasal 2 Peraturan Da
erah ini kepada Peuwerintah Desa/Kelurahan ditetap
kan oleh 3upati Xepola Ducrah.

e e
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, t g 4
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b

s

(2) Penetapan Alokasi scbagnimans dimaksud ayat (1) Pa
sal ini, menpertinbangkan hal=hal sebagai berikut:

a. Kelancaran Penvelentenrvaan Pemerintahan dan Pem
“bangunan

b. Pemerataan untuk membantu Desa / Kelurahan ber
penghasilan kurang, .

AR TIIT
PENGCANGGARAN

Pasal 4

Penyisihan hasil penerimzan Pajak Bumi dan Bangunan se
bagaimona dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dican
tuakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
dan dianggarkan pada Anggaran Rutin Pos Ganjaran Subsi
di/Sumbangan kepada Daerah Rawahan.

BAB TV
TATACARA PENYALTRAN

Pasal 5

Tatacara Penyaluran Alokasi dane sebagaimana dimaksud
Pasal 3 Peraturan Dacrah ini ditetapkan oleh Pupati

Kepala Daerah.

Pasal 6

Dana sebegaimana dimaksuld Pasal 3 Peraturan Daerah ini
digunakan untuk pembiavaan penyelenggaraan Pemerintah
an dan Pembangunan,

Pasal 76-00000‘01000000
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DAY Pasal 7
i NS A Penerimaan Paiak Bumi dan Bangunan sebagaimana di
o maksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dicantumkan sebagai

penerimaan Dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Ke
uangan Desa/Kelurahan yang bersangkutan pada setiap Ta
hun Anggaran.

BAB V
KETENTUAN PERALIIIAN

O | Pasal 8

Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaima
na dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak mengu
rangi kewajiban serta tanggung jawab Pemerintah Dacrah
agar tetap memberikan sumbangan/bantuan terhadap Desa/
Kelurahan yang selama ini telah dilaksanakan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini se
panjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lan
jut oleh Bupati: Kepala Daerah,

s 2k Pasal 10
Peraturan Dag_arah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
’. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintohkan pengun

dangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkit, 27 Mei 1992

D.P.R.D. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT
KABUPATEN DATI II MAGELANG MAGELANG
. KETUA
e RS W | ttd
H,RAMELAN MOHAMAD SOLIHIN
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Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah
Tanggal 23 Juli 1992, Nowmor 1£8.3/321/1992
An. SEKRETARIS WTLAYAII/DAERAF TINGKAT I
JAWA TBHCAIT
Kepilla_ Biro Fulcum

. -t td
SARDJITO, SH.
NIP. 500 034 373

GRS Iy

Diundangkan Dalam Lembaran Dacrah
Kabupaten Daerah Tinzkat II Magelang
Nomor 8 Tahun 1992, 'Tanggal 31 Agustus 1992
© ‘BerieD: "i'-f:"Tbmdr 8 ’
 Sekretaris Wilayah/Dacrah

N -

et 2 W

Drs, TOE W A D I,

Pembina Tingkat I
NIP. 500 031 722
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PENJELASAN
PERATURAN  DABRAII ,
KADUPATEN DAERAIl TINGKAT II MAGELANG
© NOMOR 4 TAIUN 1992
| TENTANG
PENYIS THAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

@ BAGIAN PEMERINTAII TINGKAT IT
KEPADA PEMERINTAIl DESA/KELURAIIAL

I. PENJELASAN UMUM.

1. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan disebutkan bahwa Penggu
naan Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
diarahkan kepada Tujuan untuk kepentingan masya
rakat di Dacecrah yang be”sangkutan, termasuk di
dalamnva Dosq-desa.' ~

llal ini “tentunya akan 1eb1h tampak apabila seti
ap periode ditetapkan besarnya bagian disetiap
Desa/Kelurahan.

Kemudian dengan bantuan penyisihan dana secara

(" tetap ini maka-skan semakin nyata pula perhati
an Pemerintah:terhadap penyelenggaraan tugas-tu
gas Pemerintahan dan Pembangunan di Pemerintah
an Desa/Kelurahan,

2. Peranan dana adalah sangal penting dalam ponye
lenggaraan tugas Pemerintahan dan Pembanwunan.

Oleh karenc itu melalui penyisihan sebagian da
na dari pencrimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi
an Daerah Tingkat TI Pemerintah Desa/Kelurchan
dapat lebih meningkatkan kemampuan penyelengga
raan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan -
secara terpadu,
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II. PENJLLASAN PASAL DEMI T’A.)AL.

- —— e ———

-p‘—

Pasal 1 . : v & Culul jeles.

Pasal 2 Subsili dimaksud adalah sebagi
an sumbanpan Pemerintah Kabupa
ten Daerab Tingkat IT Magelang
pada Pemerintah Desa/Kelurahan
aebebur 10% dari bagian Daerah

Tinglat II Vagelang——-— .

(107“61.8%)

3esuai dengan surat Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Propin
si Jawa Tengah Nomor 973/16731
tanggnl 26 Apr:l 1991 eebagal
berikut : :

1. 407 Untuk nembantu Penerin
tah Lesa/Kelurahan yang
berpenghasilan kurang.

2. 60 untuk membantu seluruh
Penerintah Desa/Kelurch
an dalam rangka lebih
nendorong usaha intensi
fikasi pemungutan Pajak

‘ Buni dan Bangunan.

Desa berpenghasilan kurang yai .

tu Desn yung ¢

1. Kas Jesanya 5000 M2 kebawah

2, Tarnhnya tandus tidak pro

duktif.,

3, Kenampuan Swadaya untuk bi
aya Pembangunan Desa / Kelu
rahan rendah,

Pasal 3 (1)

Pasal 3 (2) b.

, Pagul 4 ¢ Cukup jelas.
Pasa- 9 : Cukup jolas,
Pasa. 6 : Cukup Jelas.
2asal 7 ¢ Cukup jelas.
Pucal 8, 9, 10 : Cukup Jolas, »
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